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ABSTRACT 

 

This study was conducted with the aim of analyzing the needs of government human resources in Sugihan Village, 

Pulung District, Ponorogo Regency based on Regulation and Law Number 6 of 2014. This type of research uses 

descriptive qualittaif, where all data is obtained from the results of interviews and documents in the village Sugihan. To 

obtain the validity of researchers' data using triangulation tests. In this study, the results of the study are known that the 

most ages that are village officials are 45-55, while the highest level of village apparatus education is high school 

graduates. From the results of the interview of Sugihan Village apparatus there is no self -development in increasing 

the competencies of the local government or from the sub -district level, there is limited human resources due to lack of 

participating in training or capacity building. This can be seen from the community development in Kesugihan Village 

which has not met the criteria in accordance with the law in terms of social development due to the lack of basic 

training that is followed and given by village officials. Therefore Sugihan Village must conduct training for village 

officials to create a device that can develop Sugihan Village. 
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I. PENDAHULUAN 

 

Pemerintahan desa saat ini telah banyak mengalami 

perubahan, dimana posisi dan kewenangan sudah sangat 

baik, pasca lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Desa (Retnowati & Endang, 

2022), posisi desa menjadi sangat strategis ditambah 

dengan kesempatan mengelola dana yang besar, 

sehingga bisa melakukan berbagai kegiatan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

Pemerintah desa kini melakukan konsep self governing 

community untuk melakukan penyelenggaraan 

pemerintah bisa melakukan berbagai bentuk program 

secara mandiri yang dapat dikelola secara profesional 

dan terukur (Nugroho & Sri, 2018) (Rahmawati, 2022) 

(Syamsurizaldi, et al., 2021). 

 Kekuatan desa dengan posisinya yang strategis 

membuat desa kemudian bergerak dengan sangat masif, 

alhasil berbagai program tercipta mulai dari: program 

pemberdayaan amsyarakat, program desa wisata, hingga 

pengelolaan aset, akan tetapi perlu di ingat bahwa desa 

secara kelembagaan merupakan sistem pemerintahan 

yang berada di level terbawah,yang mana pegawainya di 

isi oleh SDM yang kurang memadai, karena diambil di 

sekitar wilayah tersebut, dengan pertimbangan orang-

orang yang aktif dan berpengaruh, tanpa ada 

pertimbangan kualitas dan kualifikasi pegawai yang 

dibutuhkan. 

 Persoalan ini perlu kita lihat secara menyeluruh, 

supaya dapat memeberikan gambaran kepada pemerintah 

desa, bagaimana pegawainya bekerja dan menjalankan 

tugas secara baik dan benar, oleh sebab itu kami ingin 

melihat sejauhmana kapasitas SDM Pemerintahan yang 

ada di Desa Kesugihan Kecamat Pulung, Kabupaten 

Ponorogo. 

 

II. METODE 

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif, dengan 

menggunakan data primer dan sekunder, data primernya 

berupa wawancara menggunakan teknik snowball 

sampling, yang mana data dikumpulkan melalui teknik 

wawancara dan juga FGD secara kontinu hingga data 

jenuh dan terpenuhi, untuk data sekundernya peneliti 

memperoleh dari beberapa dokumen seperti data jumlah 

perangkat desa, profile perangkat desa. data yang 

terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan melalui 

triangulasi, dan juga pengamatan secara mendalam, 

setelah itu baru dilakukan analisis. 
 

III. PEMBAHASAN 

Analisis SDM Pemerintahan yang dilakukan 

berdasarkan regulasi serta Undang – Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa menjelaskan 

terkait faktor yang mempengaruhi tata kelola SDM 

Pemerintahah yang terdapat di desa Sugihan antara lain, 

terkait dnegan; tingkat pendidikan aparatur desa, usia 
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aparatur desa, serta ketrampilan dan pelatihan yang 

pernah diikuti oleh aparatur desa. 

 

Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Desa 

Kesugihan 

 Faktor pertama yang mempengaruhi hasil kerja 

perangkat desa adalah tingkat pendidikan yang 

merupakan   suatau   kegiatan   untuk   meningkatkan 

penguasaan  teori  dan  keterampilan  memutuskan  

terhadap  persoalan - persoalan  yang  menyangkut  

kegiatan guna mencapai tujuan (Sutrisno, 2009)  dalam 

iskarini Jayanti 2013. Kualitas pelatihan juga 

mempengaruhi kinerja perangkat desa. Pelatihan 

merupakan  proses  secara  sistematis  mengubah  

tingkah  laku karyawan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan 

kemampuan karyawan untuk  melaksanakan  pekerjaan  

saat  ini.  Pelatihan  merupakan  orientasi  saat  ini  dan  

membantu  karyawan untuk  mencapai  keahlian  dan  

kemampuan  tertentu  agar  berhasil  dalam  elaksanakan  

pekerjaannya  (Erlin, 2013). 

Dari tabel bacaan di atas menunjukkan bahwa 

tingkat pendidikan  berpengaruh  positif  terhadap  

kinerja aparatur  desa.  Artinya semakin tinggi  tingkat 

pendidikan maka akan semakin baik kinerja desa pada 

perangkat desa. Penelitian  ini membuktikan  bahwa  

perangkat  desa    yang  memiliki  tingkat  pendidikan  

tinggi  akan memiliki  pengetahuan,  keahlian,  dan  

keterampilan  dalam mengolah  laporan  keuangan.  Hal  

ini  dikarenakan perangkat  desa  yang  memiliki  tingkat  

pendidikan  tinggi  mengetahui  akan  pentingnya  Ilmu 

dan Skill bagi perangkat desa. Tingkat pendidikan pada 

perangkat desa pada desa Kesugihan rata-rata menempuh 

tingkat SMA.  

 

 
 

Diagram 1 Data Pendidikan Aparatur Desa Sugihan 

Sumber : diolah dari data desa sugihan 

 

Dari data di atas menunjukkan bahwa aparatur desa 

Kesugihan perlu di berikan pendidikan tambahan supaya 

memliki kinerja yang lebih maksimal. 

 

Tingkat Usia Perangkat Desa  

Perangkat desa merupakan pejabat publik yang 

bertugas dalam membangun desa dan melayani 

masyarakat demi terwujudnya good government. Dalam 

mewujudkan pemerintahan desa yang baik maka dari itu 

di butuhkan tenaga kerja perangkat desa yang 

mempunyai skill di bidangnya, Banyak ketentuan dalam 

menjabat perangkat desa salah satunya yaitu usia dalam 

menjabat perangkat desa. Dalam UUD N0. 6 TAHUN 

2014 di jelaskan bahwa usia adalah suatu hal yang 

penting dalam profesionalime atau bisa di katakan 

sebagai tolak ukur kemampuan, kecerdasan, kemauan 

dalam pengimplementasi pembangunan. Di dalam perdes 

di tulisan bahwa perangkat desa akan di berhentikan 

masa jabatannya ketika berusia 60 tahun. Jika kita lihat 

dari data yang kami dapat dari usia perangkat desa 

kesugihan ini rata-rata berusia 45-55 dan ada juga  

persentase yang menunjukan usia yang mendekati purna 

jabatan yaitu berumur 55-60, Data menunjukan usia 

perangkat desa yang 35-44 adalah 2 orang. Jadi data 

berikut menunjukan bahwa perangkat desa kesugihan 

rata-rata berusia di atas 30 dan usia tersebut bisa di 

katakan usia melenial atau sudah masanya regenerasi 

demi terciptanya good government. 

 
Diagram 2 Data Usia Aparatur Desa Sugihan 

 Sumber : diolah dari data desa sugian  

 

 

 

IV. KESIMPULAN 

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa dan kemajuan desa, dari 

desa tertinggal menjadi desa yang mandiri. Namun itu 

memerlukan waktu yang lama, untuk itu dibutuhkan 

kapasitas dari pada aparatur desa selaku perancang 
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pembangunan desa agar dapat bekerja secara maksimal 

untuk mewujudkannya. Menurut Undang-Undang No. 6 

Tahun 2014, tentang tata kelola pemerintahan desa di 

jelaskan bahwa desa merupakan sekumpulan orang yang 

memiliki hukum dan batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus pemerintahan desa, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan hak asal atau usul atau 

hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Undang-Undang ini menjelaskan bahwasannya 

penyelanggaran pemerintahan desa, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila. Di 

Desa Kesugihan Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo pelaksanaan penyelengaraan pemerintahan 

desa menurut kami sudah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 

2014 yang mana terlihat dari penyelengaraan tata 

kepemerintahan periode sekarang. Dalam sektor 

pelaksanaan pembangunan juga sudah nampak terlihat 

pembangunan dilakukan oleh pihak desa yang berupa 

potensi wisata desa. Pemerintah desa memiliki 

keterampilan (skills) dalam teknis dan manajemen 

pengelolaan pembangunan desa; pemerintah Desa 

memiliki kemampuan teknis yang baik dalam 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan namun 

masih kurang mampu melakukan pengawasan terhadap 

pembangunan. 

Aparatur Desa belum ada pengembangan diri dalam 

peningkatan kompetnsi dari pemerintah daerah maupun 

dari tingkat kecamatan maka Keterbatasan sumber daya 

manusia yang kurangnya mengikuti pelatihan atau 

pengembangan kapasitas. Hal ini dapat dilihat dari 

pembinaan kemasyarakatan di desa Kesugihan yang 

belum memenuhi kriteria yang sesuai dengan UU dalam 

segi pembinaan kemasyarakatan yang dikarenakan 

minimnya kepelatihan dasar yang di ikuti dan diberikan 

oleh perangkat desa. Untuk pemberdayaan masyarakat 

sendiri belum terlihat di desa Kesugihan ini karena 

belum sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan 

masyarakat.  
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